ABSTRAK

Liliana, Lukman Hakim dan Muhammad Yusuf. Penerapan Prinsip
Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Pemerintah Daerah Kota
Makassar.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia
sektor publik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan
terhadap aturan, tetapi juga mencakup transparansi, tanggung jawab, serta
efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk
menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan SDM PPPK di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
Kota Makassar Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan SDM PPPK di BKPSDMD Kota Makassar, yang dianalisis
menggunakan model akuntabilitas Hulme dan Turner dengan indikator legitimasi,
kualitas moral, kepekaan (responsiveness), keterbukaan (openness), pemanfaatan
sumber daya, serta efisiensi dan efektivitas, secara umum telah berjalan cukup
baik. Terlihat dari kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan perundang-undangan,
penerapan sistem merit, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses
pengelolaan kepegawaian. Selain itu, transparansi informasi, respons terhadap
kebutuhan pegawai, serta dukungan sarana dan prasarana turut memperkuat
terwujudnya akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala
seperti keterbatasan anggaran, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia, serta pendekatan penanganan masalah yang masih bersifat reaktif.
Dengan demikian, pengelolaan SDM PPPK di BKPSDMD Kota Makassar telah
mencerminkan prinsip akuntabilitas publik, meskipun masih memerlukan
penguatan secara berkelanjutan agar dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang
lebih optimal.
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